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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi  Daerah, maka Retribusi Tempat
pelelangan Ikan merupakan jenis dari Retribusi
Jasa Usaha dan tidak dikelompokan ke dalam
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas, perlu meninjau
kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jo.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun
1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan
Pertokoan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a
dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010),
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. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997]tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3502);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 199/] tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3585) Jo Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerati
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,

- Al

Tambahan Lembaian Negara Nomor 4048 );

[Undang-undang Nomor Z3 Tahun 1997 Jtentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

- hun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomior 3851);

nNdang-undang N i 2009 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433};

. [Undang- mor_37Z Tanun Z004] tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, tambahan iLembaran Negara
Nomor 4437);
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Indana-undang Nomor 33 Tanun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

9, [Peraturan_Pemerntan _Nomor 207 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun ZUUT]
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2]
Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

12. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa barat Nomor 13
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20
seri D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15
Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9
Seri D).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 1 Tahunj
2002 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 No. 1 Seri E);
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14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor J
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah No. 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dinas adalah Dinas Perikanan atau Dinas yang
menangani Perikanan Provinsi Jawa Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan atau
Kepala Dinas yang menangani Perikanan Propinsi
Jawa Barat.
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